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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :  

1. Bahwafaktor-faktor penyebab timbulnya korban tindak kekerasan fisik 

pada anak di Kabupaten Gorontalo yakni terdiri atas faktor internal, 

dimana kekerasan fisik pada anak biasanya terjadi dilingkungan terkecil 

yakni lingkungan keluarga dimana terdapat Ibu dan Bapak, dan hal 

tersebut merupakan kriteria kekerasan yang  terjadi dalam lingkungan 

keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat 

KDRT) dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan 

adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap 

anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung 

bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang 

lemah, tidak terkecuali kekerasan fisik yang sering dialamatkan kepada 

anak-anak. Sementara untuk faktor eksternaldimana kekerasan fisik 

kepada anak muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar 

keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap 

anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang 

terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang 
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sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis 

yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. 

2. Upaya kepolisian dalam meminimalisir timbulnya korban tindak 

kekerasan fisik pada anak di Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan 

pendekatan preventif. Pendekatan preventif yaitu dengan jalan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran 

hukum. Sementara upaya represif adalah dengan jalan menegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik kepada anak 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran 

yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait. Saran 

tersebut antara lain adalah: 

1. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap korban tindak 

kekerasan fisik khususnya terhadap anak sebagai korban kekerasan.  

2. Perlunya penyelesaian hukum pidana yang adil dan manusiawi terhadap 

korban kejahatan, yang menambahkan atau mempertimbangkan hak-hak 

korban kejahatan, meliputi :  

a. Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, atau  

b. Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak 

mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para 

korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan 

keadilan; 
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c. Bantuan seperti medis, pemulihan fisik dan psikis, konseling, bantuan 

hukum serta pemberian informasi.  

3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap 

pelaku tindak pidana kekerasan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi 

sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti 

semula).  

4. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum 

diadakannya koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik. 
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